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BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR @ TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa untuk memberikan layanan umum secara efektif,
efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan
berdasarkan asas keadilan, kepatutan serta manfaat untuk
mencapai tujuan pelayanan yang baik dalam
penyelenggaraan badan layanan umum daerah di bidang
kesehatan;

bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian hasil
pengelolaan BLUD di bidang kesehatan, perlu dilakukan
pemantauan dan evaluasi kinerja BLUD di bidang
kesehatan;

bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kinerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
adanya pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja BLUD di
bidang kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Bidang
Kesehatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan
Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan
Kesehatan;

5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Pola Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN

EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
BIDANG KESEHATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1;
2.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada
umumnya.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja BLUD yang selanjutnya disingkat
PEKBLUD adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam
jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks kinerja keuangan dan
non keuangan BLUD.

Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLUD berdasarkan
analisis data laporan keuangan BLUD dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Penilaian aspek non keuangan adalah penilaian kinerja BLUD terkait teknis
layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan
BLUD.

Unit Lokus adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada pusat kesehatan
masyarakat dan Rumah Sakit yang ditunjuk untuk melakukan PEKBLUD.
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Instrumen PEKBLUD adalah alat ukur yang digunakan dalam PEKBLUD.
Penyelenggara PEKBLUD adalah bagian dari Penyelenggara yang ditunjuk oleh
Penanggungjawab atau pejabat yang setingkat dalam rangka pelaksanaan
PEKBLUD.

Evaluator adalah individu dari Penyelenggara PEKBLUD yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Penanggungjawab atau pejabat yang setingkat untuk
melakukan PEKBLUD.

Pihak Lain adalah pihak luar penyelenggara yang diserahi atau diberi
sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan.

Pasal 2

PEKBLUD dilaksanakan untuk:

da.

ao o

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan kinerja aspek
keuangan dan kinerja aspek non keuangan;

mendapatkan nilai kinerja aspek keuangan dan aspek non keuangan BLUD;
melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan BLUD secara berkala; dan
memberikan penghargaan kepada pembina, penyelenggara, dan/atau BLUD
yang berprestasi.

Pasal 3

Bupati melakukan PEKBLUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Bupati dalam melakukan PEKBLUD menugaskan pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi urusan kesehatan dan pejabata pimpinan tinggi
pratama yang membidangi urusan keuangan.

Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bekerja sama dengan Pihak Lain.

BAB II
INSTRUMEN DAN MEKANISME PENYELENGGARAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Instrumen

Pasal 4

Instrumen PEKBLUD yang digunakan terhadap Unit Lokus terdiri atas:

a. penilaian dari evaluator; dan

b. penilaian dari pengguna layanan.

Instrumen PEKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. penilaian aspek keuangan; dan

b. penilaian aspek non keuangan.

Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri dari:

a. aspek kinerja pengelolaan keuangan (rasio keuangan); dan

b. aspek kepatuhan pengelolaan keuangan.

Penilaian aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdiri dari:

a. aspek layanan; dan

b. aspek mutu manfaat kepada masyarakat.
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(5) Instrumen PEKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Mekanisme

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Mekanisme PEKBLUD terdiri atas:

a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. penyampaian hasil dan tindak lanjut; dan
d. pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan BLUD dan pemberian
penghargaan.
Paragraf 2
Persiapan
Pasal 6

(1) Persiapan PEKBLUD terdiri atas:
a. penentuan unit lokus;
b. penentuan metode pengumpulan data;
c. pengalokasian anggaran dan waktu pelaksanaan;
d. pembentukan tim evaluator; dan
e. sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan.

(2) Metode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat dilaksanakan secara daring maupun tatap muka melalui:
a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
b. wawancara.

(3) Pembentukan tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan perangkat daerah
yang membidangi kesehatan dan keuangan untuk melakukan Pemantauan
dan Evaluasi Kinerja BLUD di bidang kesehatan dan dapat bekerja sama
dengan Pihak Lain.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 7

Kegiatan pelaksanaan PEKBLUD meliputi:

a. menginformasikan jadwal pelaksanaan kepada unit lokus;

b. melaksanakan PEKBLUD sesuai dengan metode yang ditetapkan;

c. menyusun dan menyampaikan berita acara yang ditandatangani evalutor,
perwakilan unit lokus, dan perwakilan penanggungjawab;

d. mengolah dan melakukan analisis data; dan

e. menyusun laporan hasil PEKBLUD.




Paragraf 4
Penyampaian Hasil dan Tindak Lanjut

Pasal 8

(1) Penyelenggara PEKBLUD menyampaikan hasil kepada unit lokus dan
penanggungjawab.

(2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai dan rekomendasi
perbaikan dalam bentuk laporan.

(3) Unit lokus wajib menindaklanjuti hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan melaporkannya kepada penyelenggara PEKBLUD dan penanggungjawab
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan hasil PEKBLUD atau
sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam rekomendasi.

Pasal 9

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi BLUD di bidang kesehatan
sebagai penanggung jawab melaporkan hasil PEKBLUD kepada Bupati.

Paragraf 5
Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
dan Pemberian Penghargaan

Pasal 10

(1) Bupati berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan BLUD di
bidang kesehatan dan pemberian penghargaan di tingkat Kabupaten.

(2) Pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori Pelayanan BLUD
meliputi:

a. memuaskan dengan rentang nilai 80-100 (delapan puluh sampai dengan
seratus);

b. belum terpenuhi secara memuaskan dengan rentang nilai 60-79 (enam
puluh sampai dengan tujuh sembilan); dan

c. tidak memuaskan dengan rentang nilai <60 (kurang dari enam puluh).

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. piagam,

b. piala;

Cc. remunerasi; dan

d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Unit lokus dapat melakukan evaluasi kinerja internal sebagai bahan
pemantauan dan perbaikan sebelum pelaksanaan PEKBLUD oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Unit lokus penyelenggara menyampaikan laporan hasil PEKBLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggungjawab dan Bupati.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2y April 200¢

BUPATI KUBU RAYA,

2

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..2%.. April 909¢C
SE S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUS IZAM
BERITA RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .20% NOMOR...(8
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